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Abstrak

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan untuk menjamin kedaulatan rakyat didalamnya, maka
dalam hal ini Ibnu Khaldun menemukan teori ashabiyah yang hampir mirip dengan demokrasi
Pancasila yang di dalam ‘ashabiyah ada suatu kelompok untuk menentukan pemimpin. Penelitian ini
bertujuan untuk membandingkan demokrasi Pancasila dengan demokrasi Pandangan Ibnu Khaldun
guna mewujudkan kedaulatan rakyat. Dalam sistem demokrasi pada negara hukum yang
berdasarkan Pancasila, rakyat adalah suatu individu yang dilindungi oleh hukum, maka rakyat
sebagai individu menyandarkan hidupnya pada negara. Agar rakyat merasa terlindungi oleh negara,
maka rakyat dalam negara membutuhkan kepala negara yang menjamin kedaulatan rakyat. lalu teori
‘ashabiyah merupakan konsep dari pikiran Ibnu Khaldun dimana teori ini memiliki arti solidaritas
sosial, dimana untuk menjamin kedaulatannya rakyat mempercayakan semua kehidupannya pada
pemimpinnya. Wujud kedaulatan rakyat pada demokrasi Pancasila berdasar pada sila keempat yaitu
‘kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan/perwakilan” yang diwujudkan dalam
UU PEMILU, sedangkan dalam teori ‘ashabiyah konsep Ibnu Khaldun dalam mewujudkan kedaulatan
dalam negara/dinasti, kelompok yang terkuat yang dapat memimpin negara, artinya seluruh kelompok
yang ada dalam negara harus dapat memenangkan hati para rakyatnya agar dapat memimpin
ashabiyah dan menjamin keamanan dan ketertiban rakyatnya.

Kata kunci: Demokrasi, sistem demokrasi, kedaulatan rakyat
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1. PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan suatu tatanan atau pola hidup manusia untuk bersosialisasi dan
menentukan pilihannya. Ibnu Khaldun menjelaskan konsep demokrasi dimulai dari asal-usul
organisasi sosial manusia, sebagai langkah pertama manusia dalam karier sejarahnya, ia
mengadopsi teori bahwa filsafat islam telah diterima secara umum, mengatakan masalah
agama, telah berkembang pandangan tentang perlunya kenabian (pemimpin). Manusia
dengan kemampuannya untuk berpikir yang dianugerahkan oleh Allah, diakui berada pada
puncak tatanan dunia yang berkembang dari naik mineral, tumbuhan, dan hewan kearah
makhluk manusia.

Rancangan TAP MPR RI tentang demokrasi Pancasila bahwa demokrasi Pancasila
adalah norma yang mengatur penyelenggaraan kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan
pemerintahan negara, dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan
keamanan, bagi setiap warga negara Republik Indonesia, organisasi kekuatan sosial politik,
organisasi kemasyarakatan, dan lembaga kemasyarakatan lainnya serta lembaga-lembaga
negara baik pusat maupun di daerah.

Ibnu Khaldun menjelaskan secara rinci bagaimana asal-usul manusia sehingga dapat
membentuk suatu organisasi agar dapat membuat suatu sistem yang dimana sesama
manusia dapat berkumpul dan berserikat. Sebagai perbandingan sistem demokrasi, Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah salah satu negara yang sangat mencerminkan
sistem demokrasi. Yang dimana sistem demokrasi Indonesia biasa disebut demokrasi
Pancasila, yang berarti setiap gagasan demokrasi harus bersumber dan patuh terhadap
Pancasila.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dibuat berdasarkan jenis dan pendekatan yaitu penelitian hukum normatif
(yuridis normatif) dan menggunakan pendekatan sejarah, Undang-undang Dasar, dan
konsep ‘ashabiyah. Penelitian ini akan membedah perbandingan sistem demokrasi
pandangan Ibnu Khaldun dengan sistem demokrasi Pancasila yang berlaku di Indonesia
sampai saat ini. penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan /menggambarkan variabel
masa lalu dan sekarang atau sedang terjadi (on going) adalah penelitian deskriptif (to
describe) maka dari itu, sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif.

Data Primer dalam penelitian ini adalah UUD 1945, sedangkan buku, jurnal, dan skripsi
yang telah ada adalah bahan Hukum Sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan
penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research), baik secara offline atau online.
Data yang diperoleh untuk menyelesaikan penelitian ini adalah bersumber dari Kitab
Mugaddimah-nya lbnu Khaldun dan bahan bacaan lain mengenai tema yang terkait. Maka
dari itu analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Sistem Demokrasi pada negara hukum yang berdasarkan Pancasila

Konsep demokrasi selalu menempatkan rakyat pada posisi yang sangat strategis dalam
sistem ketatanegaraan, walaupun pada implementasinya perbedaan sering terjadi anatar
negara yang satu dengan negara yang lain. Berbagai varian impelementasi demokrasi,
maka dalam literatur kenegaraan ada beberapa istilah tentang demokrasi, yaitu demokrasi
konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila,
demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional, dan lain sebagainya.26 Semua
konsep yang memakai istilah demokrasi, yang asal katanya “rakyat berkuasa” atau
government of rule by the people (kata Yunani demos berarti rakyat, kratos/kratein berarti
kekuasaan/berkuasa).

Kriteria demokrasi secara komprehensif juga diajukan oleh Gwendolen M. Carter, Jhon
H. Herz dan Henry B. Mayo. Carter dan Herz mengkonseptualisasikan demokrasi sebagai
pemerintahan yang dicirkan dan dijalankannya melalui prinsip-prinsip: (1) Pembatasan
terhadap tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi individu dan kelompok
dengan jalan menyusun pergantian pimpinan secara berkala, tertib, dan damai, dan melalui
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alat-alat perwakilan rakyat yang efektif; (2) Adanya sikap toleransi terhadap pendapat yang
berlawanan; (3) Persamaan didepan hukum yang diwujudkan dengan sikap tunduk kepada
rule of law tanpa membedakan kedudukan politik; (4) Adanya pemilihan yang bebas dengan
disertai adanya model perwakilan yang efektif; (5) Diberinya kebebasan partisipasi dan
beroposisi bagi partai politik, organisasi kemasyarakatan, masyarakat dan perseorangan
serta prasarana pendapat umum semacam pers dan media massa.

Dalam pengimplementasian semua kriteria, prinsip, nilai dan ementelemen demokrasi
tersebut diatas, harus ada beberapa lembaga yang menjalankannya, antara lain; (1)
Pemerintahan yang bertanggung jawab; (2) Suatu lembaga dewan perwakilan rakyat yang
mewakili kepentingan masyarakat yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan
rahasia dan atas sekurangkurangnya dua calon untuk setiap kursi. Dewan/perwakilan ini
mengadakan pengawasan (kontrol) memungkinkan oposisi yang konstruktif dan
memungkinkan penilaian terhadap kebijakan pemerintah secara kontinyu; (3) Suatu
organisasi polittk yang mencakup satu atau lebih partai politik, partai-partai
menyelenggarakan hubungan yang berkelanjutan antara masyarakat umum dan pemimpin-
pemimpinnya. Alasan mekanisme kekuasaan itulah yang diberikan konsep demokrasi, yang
berdasarkan pada prinsip persamaan dan kesederajatan manusia.

Pada hakikatnya, kekuasaan dalam suatu organisasi dapat diperoleh berdasarkan
legitimasi agama, legitimasi ideologis eliter atau legitimiasi pragmatis. Namun, legitimasi-
legitimasi tersebut berdasarkan kekuasaan dengan sendirinya mengingkari kesamaan dan
kesederajatan manusia, karena mengklaim kedudukan lebih tinggi sekelompok manusia dari
manusia lainnya. Lain dari itu, berdasarkan ketiga legitimasi kekuasaan tersebut akan
menjadi kekuasaan absolut, karena asumsi dasarnya menempatkan kelompok yang
memerintah sebagai pihak yang berwenang secara istimewa dan lebih tahu dalam
menjalankan urusan kekuasaan negara. Beradasarkan ketiga legitimasi tersebut kekuasaan
yang didirikan bisa dipastikan akan menjadi kekuasaan yang otoriter. Dengan demikian,
kekuasaan yang diperoleh melalui mekanisme demokrasi, karena konsep demokrasi
menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip
kedaulatan rakyat, maka dapat dipastikan akan menjadi kekuasaan yang demokratis karena
kehendak rakyatlah sebagai landasan legitimasinya.

Negara hukum liberal atau yang sering disebut negara hukum dalam arti sempit adalah
konsep Immanuel Kant (1724 — 1804 SM) yang kemunculannya sama dengan lahirnya
paham liberalism yang menentang kekuasaan mutlak/absolut para raja pada saat itu.
Menurut paham liberalisme negara justru harus melepaskan dirinya dari campur tangan
urusan kepentingan rakyatnya, yang berarti negara harus bersikap pasif. Hal ini
berpengaruh pada bentuk negara dan bentuk pemerintahan yang kemudian menjadi
monarki konstitusional, yaitu adanya pembatasan kekuasaan raja oleh konstitusi sebagai
akibat dari perjanjian yang dilakukan dengan rakyatnya yang menentukan kedua belah pihak
dalam kedudukan yang sama. Oleh karenanya tipe negara pada masa itu adalah negara
hukum liberal (nachwachterstaat).

Pada perkembangannya tuntutan masyarakat tidak lagi menghendaki mempertahankan
paham liberalism ini.40 Sehingga negara terpaksa ikut campur tangan dalam urusan
kepentingan rakyat, hanya saja masih dalam koridor saluran hukum yang telah ditentukan.
Pada saat itulah Negara hukum formil lahir, yang dalam perspektif ini negara hanya
dipandang sebagai instrumen kekuasaan (instrument of power), akibatnya menimbulkan
reaksi dalam wujud pemikiran yang baru tentang suatu sistem yang baru, yaitu aliran-aliran
yang tidak hanya memandang negara sebagai instrument kekuasaan (instrument of power)
saja tapi negara justru dipandang sebagai biro jasa. Maka konsep negara
kesejahteraan/kesemakmuran (welfare state) lah timbul yang memandang manusia tidak
hanya sebagai individu, akan tetapi juga sebagai anggota atau warga dari suatu kolektivitas
dan juga untuk tujuan diri sendiri. Pada konsep negara kesejahteraan/kemakmuran ini,
negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial
ekonomi yang dihadapi oleh rakyat banyak, individu berperan untuk menguasai hajat hidup
rakyat banyak dihilangkan. Perkembangan inilah yang memberikan legislasi bagi negara
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intervensionis pada abad ke- 20. Negara dianggap perlu dan bahkan harus intervensi dalam
berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama
dalam masyarakat. Ada beberapa ciri negara kesejahteraan/kemakmuran (welfare state)
adalah sebagai berikut; Kekuasaan terpisah berdasarkan trias politica dipandang tidak
prinsipil lagi. Pertimbangan-pertimbangan efesiensi kerja lebih penting dari pada
pertimbangan dari sudut politis, hingga peranan dari organ-organ eksekutif lebih penting dari
pada organ legislatif; (2) Peranan negara tidak terbatas pada penjaga keamanan dan
ketertiban saja, akan tetapi negara aktif berperan dalam penyelenggaraan kepentingan
rakyat di bidang-bidang sosial, ekonomi, dan budaya hingga rencana pada negara
kesejahteraan/kemakmuran merupakan alat yang penting; (3) Negara kesemakmuran
/kesejahteraan (walfare state) merupakan negara hukum materil yang mementingkan
keadilan sosial bukan persamaan formil; (4) Hak milik dianggap sebagai hak yang mutlak,
akan tetapi dipandang mempunyai fungsi sosial, yang berarti dalam kebebasan penggunaan
ada batasan, dan; (5) Adanya kecenderungan bahwa peranan hukum publik semakin
penting dan semakin mendesak peranan hukum perdata. Hal ini disebabkan karena
semakin luasnya peranan negara dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Negara
hukum materil (welfare state) telah menjadi trend di dunia pada abad ke- 20 ini. Dalam
sistem demokrasi partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem ini. Tetapi, demokrasi
tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, begitupun sebaliknya hukum
tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Frans Magnis Suseno mengatakan demokrasi
yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam arti sesungguhnya. Demokrasi adalah
cara yang sangat aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum.

Demikian dalam negara hukum yang demokratis, hukum dibangun dan ditegakkan
menurut prinsip yang demokratis. Hukum tidak boleh dibuat, ditafsirkan, ditetapkan dan
ditegakkan dengan ‘tangan besi’ (kekuasaan otoriter). Begitupun sebaliknya, demokrasi
harus diatur berdasar atas hukum (rechstaat) karena perwujudan gagasan demokrasi
memerlukan instrument hukum untuk mencegah terjadinya degradasi moral yang
mengancam pelaksanaan demokrasi tersebut.

Negara hukum dan demokrasi adalah dua konsep mekanisme kekuasaan dalam
menjalankan roda pemerintahan negara. Kedeua konsep ini saling berkaitan dan tidak dapat
dipisahkan, karena pada satu sisi, demokrasi memberikan landasan dan mekanisme
kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia, disisi lain negara
hukum memberikan fokus bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia,
tetapi hukum. Pada praktiknya, prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin
peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, hingga setiap peraturan
perundang-undangan yang diterapkan ditegakkan benar-benar menjamin perasaan keadilan
masyarakat. Dalam negara yang berdasarkan atas hukum, pada hal ini hukum dimaknai
harus sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang mengedepankan konstitusi,
berarti hal ini suatu negara hukum menghendaki konstitusi sebagai supermasi hukum.
Supermasi konstitusi disamping merupakan kosekuensi dari konsep negara hukum,
sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah perwujudan
perjanjian sosial tertingg Berdasarkan teori kontrak sosial, memenuhi hak-hak tiap manusia,
tidak mungkin dicapai masing-masing orang secara individual, tapi harus bersama-sama.
Maka dibuatlah perjanjian sosial yang berisi tentang tujuan bersama, batas-batas hak
indivdiu, dan siapa yang bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan tersebut dan
menjalankan perjanjian yang telah dibuat dengan batas-batasnya. Perjanjian ersebut
diwujudkan dalam bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi di suatu negara (the supreme
law of the land), yang kemudia dielaborasi secara konsistem dalam hukum dan kebijakan
Negara. Oleh karenanya, peraturan perundangundangan dan hukum yang berlaku tidak bisa
diterapkan secara sepihak oleh dana tau hanya untuk kepentingan penguasa. Ini
bertentangan dengan prinsip demokrasi, karena hukum tidak dimaksudkan hanya untuk
menjamin kepentingan penguasa, tapi menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang
sehingga negara hukum yang dikembangkan bukan absolute rechsstaat (negara hukum
mutlak), tetapi democratische rechsstaat (negara hukum demokratis).
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Pada rancangan TAP MPR RI tentang demokrasi Pancasila menyebutkan bahwa
demokrasi Pancasila adalah norma yang mengatur penyelenggaraan kedaulatan rakyat dan
penyelenggaraan pemerintah negara dalam kehidupan, politik, ekonomi, sosial budaya, dan
pertahanan keamanan bagi setiap warga Republik Indonesia, organisasi kekuatan sosial
politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga kemasyarakatan lainnya serta lembaga-
lembaga negara baik dipusat maupun di daerah.

Sistem Demokrasi dalam Pandangan lbnu Khaldun

Pada dasarnya, Ibnu Khaldun tidak menciptakan konsep demokrasi secara harfiah,
namun beliau menciptakan suatu konsep yang dalam kita Mugaddimah ciptaannya disebut
dengan ‘ashabiyah. Secara etomologis ‘ashabiyah berasal dari kata “ashabah” yang berarti
mengikut kesukuan atau kelompok solidaritas untuk menghadapi pihak luar. Ashabiyah
menurut Ibnu Khaldun tidak hanya meliputi satu keluarga saja, yang satu dengan yang
lainnya dihubungkan oleh tali kekeluargaan, tetapi juga meliputi hubungan yang timbul
akibat terjadinya persekutuan. Dalam kitab Mugaddimah Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa
‘ashabiyah juga meliputi hubungan yang timbul akibat perbudakan dan penyewaan tentara,
sedangkan kegunaan silsilah kekeluargaan adalah yang ditimbulkannya.

Konsep ‘Ashabiyah dalam Pembentukan Demokrasi

Telah jelaskan di paragraph sebelumnya bahwa ‘ashabiyah adalah suatu
kelompok/keluarga yang mengikat satu sama lain dengan landasan agama. Atas dasar
kedekatan suatu kelompok dengan kelompok lain mempengaruhi hidup kelompok/keluarga
yang hidup didalamnya, oleh karena hubungan dekat itu, saling terbangunlah rasa tanggung
jawab masing-masing dalam setiap kelompok. Manusia secara alamiah adalah makhluk
sosial yang berkelompok dan cenderung untuk hidup hidup bersama. Manusia sangat
memerlukan bantuan dan kerjasama dengan yang lain, tetapi manusia tidak dapat hidup
bersama dan bekerja sama dalam keadaan konflik, permusuhan (udwan) dan ketidakadilan
(zhalim). Suatu keharusan bagi ‘ashabiyah yang kuat untuk membangun negara atau dinasti
yang besar, oleh karena itu jarang terjadi suatu negara dapat berdiri di suatu kawasan
dimana terdapat beraneka ragam suku. Karena dalam berbagai hal masing-masing memiliki
kepentingan dan aspirasi yang berbeda-beda satu dengan yang lain, dan tiap kepentingan
dan aspirasi dari suku-suku itu didukung oleh ‘ashabiyah suku yang besar dan kuat dalam
artian memerlukan koalisi. Sehingga timbullah ‘ashabiyah yang ingin dicapai yaitu
‘ashabiyah yang kuat.

Ashabiyah dalam hal ini adalah negara, negara yang kuat tentulah mempunyai rakyat
yang kuat, oleh karena itu ‘ashabiyah sangat diperlukan didalamnya. Dari kelompok
‘ashabiyah itu akan dipilih satu dari kelompok tersebut untuk menjadi seorang pemimpin
(leader), disitulah akan ditemui suatu sistem cara kelompok dalam menentukan pemimpin.
Oleh karena kepemimpinan hanya dapat dilaksanakan melalui keunggulan, maka
‘ashabiyah yang dimiliki oleh (pemimpin) yang mendapatkan porsi bagian (kepemimpinan)
itu harus lebih kuat dari seluruh ‘ashabiyah lain yang ada, agar tercapai keunggulan
dengannya, dan berlangsunglah kepemimpinan atas warganya. Jika keharusan (adanya
‘ashabiyah unggulan) itu dapat terlaksana, maka kepemimpinan atas mereka akan tetap
berada di (tangan pemegang) khusus pemilik keunggulan atas mereka itu. Tapi apabila
kepemimpinan itu keluar dari mereka dan berada di (kalangan pemilik) ‘ashabiyiah lain yang
berada diluar golongan mereka delam hal keunggulan (oposisi) maka kepemimpinan itu
tidak akan berhasil bagi mereka. Maka porsi bagian (kepemimpinan) itu akan terus
berpindah-pindah dari satu golongan ke golongan lain sesuai kekuatan kelompok
‘ashabiyahnya Seseorang yang memiliki ‘ashabiyah telah menduduki jabatan kepala suku
serta ditaati orang, dan ketika suatu saat ia menemukan jalan untuk memilih kekuasaan dan
(penggunan) kekerasan, maka dia tidak akan mengabaikannya, sebab hal itu memang suatu
yang diharapkan yaitu memimpin suatu kelompok. Tapi ia tidak akan mencapai maksud
tersebut dengan sempurna apabila dia tidak memiliki ‘ashabiyah yang menyebabkan orang
lain patuh terhadapnya.

Eksistensi ‘ashabiyah saja tanpa praktik sifat-sifat terpuji, pasti akan merupakan cacat
pada (diri) orang yang memiliki rumah (kepala negara). Begitupun dengan politik kekuasaan,

Jurnal Homepage: http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum 5



Jurnal IImiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]
Vol 1 Nomor 3 November 2021, hal 1-11
ISSN: 2808-6708

merupakan jaminan Allah bagi umat manusia dan merupakan (tugas) khalifah dari Allah
SWT kepada manusia untuk melaksanakan hukum-hukum —Nya dikalangan mereka
(manusia). Dan hukumhukum Allah yang berlaku bagi hamba —Nya tidak lain hanya dengan
kebaikan dan menjaga keselamatannya, sebagaimana diperlihatkan oleh syari’at-syari’at
agama. Sementara hukum manusia berasal dari kebodohan dan setan, bertentangan
dengan kekuasaan dan takdir Allah SWT. Sesungguhnya dia menciptakan dan keburukan
bersama-sama serta menentukan keduanya, sebab tak ada yang bisa membuatnya, kecuali
Dia.

Seorang raja, dengan segala atribut yang ia miliki mungkin saja memerintah secara
tidak adil, mengikuti hawa nafsu dan kehendaknya sendiri, serta tidak memperhatikan
kepentingan dan kemampuan rakyat, hingga rakyat sulit mentaatinya, akibatnya timbul
penindasan, terror dan anariki (otoriter). Oleh karena itu kebijaksanaan pemerintahan raja
serta hubungan antara raja dan rakyat harus didasarkan atas peraturan-peraturan dan
kebijaksanaan-kebijaksanaan politik tertentu, yang harus ditaati oleh semua pihak yang
bersangkutan. Peraturan tersebut dapat merupakan hasil dari rekayasa para cendikiawan,
pemuka, dan cerdik pandai negara itu, tapi sumber ajaran agama yang diturunkan oleh Allah
melalu Nabi-Nya dapat dijadikan sumber pula. Ibnu Khaldun menekankan bahwa syariat
tidak mengekang atau membatasi kekuasaan politik itu, hanya memberi batasan syar’i saja,
tujuannya tak lain dan tak bukan untuk mencegah timbul keburukan serta kejahatan yang
mudah muncul akibat adanya kekuasaan tersebut, misalnya perbuatan ketidakadilan,
sewenang-wenang, atau perbuatan menyimpang lain yang membuat ia jauh dari kepatuhan
dan ketaatan.

Wujud Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Demokrasi Pancasila dan Pandangan Ibnu
Khaldun

Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negra untuk satu
golongan walaupun golongan kaya. Tetapi, kita mendirikan negara ‘semua buat satu dan
satu buat semua. Saya yakin, bahwa syarat mutlak untuk kuatnya negara Indonesia adalah
permusyawaratan, perwakilan... kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi
Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup. Tidaklah suatu negara berdiri karna
adanya rakyat. Pengertian rakyat disini adalah bukan sekedar pengikut apalagi menjadi
pemilik sang pemimpin, melainkan rakyat sebagai pengendali. Rakyat mengendalikan
dirinya dengan bangkitnya hati sanubari atau nurani yang memperoleh inspirasi dari
moralitas islam, yakni kepasrahan kepada Tuhan.

Inspirasi yang membimbing kepada persaudaraan, gotong-royong dan kesediaan
berkorban. Dengan begitu setiap individu dalam masyarakat memiliki harapan dan tujuan
hidup bersama yang seluruhnya kebaikan. Tulang punggung rakyat adalah musyawarah
atau permusyawaratan. Sebagai negara yang multikultural tentunya berdirinya suatu rasa
persatuan dalam permusyawaran tentulah sulit untuk dicapai, oleh karena cita-cita
persaudaraan dalam kesederajatan kewargaan yang kuat dalam pergaulan hidup berbangsa
dan bernegara di Indonesia. Secara historis-sosiologis, kerelaan meneriman keragaman
telah lama diterima sebagai suatu kewajaran oleh penduduk di Nusantara. Tradisi
musyawarah dalam semangat kekeluargaan telah lama bersemi dalam masyarakat kecil di
Nusantara. Kemerdekaan Indonesia melalui perjuangan juga memberi pengalaman bagi
para pelpor kebangsaan dari berbagai latar budaya untuk menjalin kerja sama.

Sila keempat Pancasila “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/ perwakilan” mengandung beberapa ciri dalam alam pikiran demokrasi
Indonesia. Pada pikiran pokok ketiga UUD 1945, disebutkan bahwa kedaulatan rakyat itu
berdasar atas “kerakyatan” dan “permusyawaratan”. Dengan kata lain, demokrasi itu
mengandung ciri kerakyatan (daulat rakyat) dan permusyawaratan (kekeluargaan). Cita-cita
kerakyatan hendak menghormati suara rakyat dalam politik dengan memberi jalan bagi
peran dan pengaruh besar yang dimainkan oleh rakyat dalam proses pengambilan
keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Cita permusuyawaratan memancarkan
kehendak untuk menghadirkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham
perseorangan dan golongan, sebagai pantulan dari semangat kekeluargaan pluralitas
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kebangsaan Indonesia dengan mengakui adanya “kesedarajatan/persamaan dalam
perbedaan”. Soekarno meyakini bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia
adalah permusyawaratan perwakilan Sebab itu dengan ‘asas kerakyatan’ itu, negara waijib
menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sederajat di mata hukum
dan pemerintahan.

Dalam demokrasi permusyawaratan, suatu keputusan politik dikatakan benar jika
memenuhi setidaknya empat persyaratan. Pertama harus didasarkan pada asas rasionalitas
dan keadilan bukan hanya berdasarkan subjektivitas ideologi dan kepentingan. Kedua,
didedikasikan kepada kepentingan banyak orang, bukan demi kepentingan perseorangan
atau golongan. Ketiga, berorientasi jauh kedepan, bukan demi kepentingan jangka pendek
melalui akomodasi transaksional yang bersifat destruktif (toleransi negatf). Keempat, bersifat
imparsial, dengan melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak termasuk
pihak minoritas secara inklusif, yang dapat menangkal dikte-dikte minoritas elite penguasa
dan pengusaha serta klaim mayoritas.

Nilai demokrasi Pancasila sudah muncul dan telah berkembang dalam budaya
Nusantara, dan dipraktekkan setidaknya dalam unit politik kecil, seperti nagari di Sumatera
Barat, Banjar di Bali, desa di Jawad an lain sebagainya.91 Tan Malaka berpandangan
bahwa paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di bumi Nusantara,
misalnya di alam Minangkabau pada abad 14 sampai 16 dimana kekuasaan raja dibatasi
oleh kedudukannya pada keadilan dan peraturan. Istilah yang cukup fenomenal saat itu
adalah “Rakyat berraja pada penghulu, penghulu berraja pada mufakat, dan mufakat berraja
pada alur dan patut”. Menurut Tan Malaka raja sejati didalam kultur Minangkabau ada alur
(logika) dan patut (keadilan). Alur dan patutlah yang menjadi pemutus terkahir sehingga
keputusan seorang raja bisa saja ditolak apabila bertentangan dengan pemikiran akal sehat
(rasional) dan prinsip keadilan. Soepomo menyimpulkan bahwa aliran yang terkahir ini yang
cocok dengan pikiran dan aliran timur masyarakat Indonesia, “dasar persatuan dan
kekeluargaan ini sangat sesuai dengan pola dan corak masyarakat Indonesia. Pada
penyampaian Soekarno saat sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, demokrasi
permusyawaratan berfungsi ganda. Disisi yang pertama, badan
permusyawaratan/perwakilan ini bisa menjadi ajang untuk mengkonfrontasikan dan
memperjuangkan aspirasi golongan-golongan yang ada pada masyarakat. ‘apa-apa yang
belum memuaskan, kita akan bicarakan didalam permusyawaratan.

Kedaulatan rakyat dengan permusyawaratan/ perwakilan ini merupakan salah satu
pokok pikiran dari pembukaan UUD 1945. Pada penjelasan UUD 1945 menyebutkan:”pokok
yang ketiga yang terkandung dalam pembukaan ialah negara yang berkedaulatan rakyat,
berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan”. Oleh karena itu sistem
negara yang berbentuk dalam UUD harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan
permusyawaratan perwakilan. Sifat ini yang menggambarkan masyarakat Indonesia.
Sebagai ekspresi dari demokrasi yang dengan semangat kekeluargaan, demokrasi
Indonesia menganut konsepsi kedaulatan yang hampir mirip dengan teori Jean Bordin
dengan mengakui adanya lembaga permusyawaratan tertinggi (MPR) sebagai penjelmaan
dari ekspresi kedaulatan tertinggi (locus of sovereignty). Sebagai pantulan dari semangat
kekeluargaan dan jelmaan dari kedaulatan tertinggi, MPR hendaknya tidak dikuasai oleh
salah satu unsur kekuatan politik, melainkan harus bisa di akses oleh semua unsur
perwakilan politik (DPR), MPR juga mengandung unsur keterwakilan daerah dan unsur
keterwakilan golongan (DPD) (fungsional).

Relevansi Wujud Kedaulatan Rakyat Pandangan Demokrasi Pancasila dan Pandangan
Ibnu Khaldun

Jhon Locke berpendapat bahwa rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada negara.
Artinya negara memiliki kekuasaan yang sangat besar. Namun, kekuasaan yang ada pada
negara ada batasnya. Batasan itu ialah hak alamian dari manusia yang telah melekat sejak
lahir didunia. Hak ini pula telah ada ketika negara belum terbentuk. Oleh karena itu, negara
tidak bisa sewenang-wenang mengambil atau bahkan mengurangi hak alamiah manusia ini
Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang
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melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dara Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdasakan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-
Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik
Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha
Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persautan Indonesia dan kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan, serta dengan
mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada perumusan Undang-undang Dasar Negara 1945 pertama Majelis
Permusyawaratan Rakyat dikatakan wujud nyata kedaulatan rakyat Indonesia, MPR
diletakkan sebagai lembaga tertinggi karena dianggap sebagai penjelmaan seluruh rakyat
Indonesia. Pada zaman nya (sebelum amandemen), MPR berwenang menetapkan Undang-
Undang Dasar, merancang Garis Besar Haluan Negara (GBHN), mengangkat dan melantik
Presiden dan wakil Presiden. Mandataris MPR pada waktu itu adalah Presiden yang harus
menjalankan setiap putusan dan peraturan dari MPR.

Konsep ashabiyah dalam pemilihan kepala negara adalah berdasarkan suara terbanyak
yang dipilih lewat kompetisi antara solidaritas kelompok adalah merupakan sebuah
mekanisme yang akan terus berubah seiring berkembangnya zaman. Seperti konsep
ashabiyah yang dijelaskan sebelumnya sistem pemilihan raja ataupun kepala negara juga
terus berubah seiring berkembangnya peradaban, yang awalnya pemimpin harus berasal
dari satu keturunan saja, lalu satu suku, dan terakhir ashabiyah yang terkuat dan dapat
dipercaya oleh masyarakat luas melalui kompetisi solidaritas sosial yang dapat memimpin
negara. Pada faktanya pemimpin negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi
Pancasila tidak benar-benar menjalankankekuasaan/kepemimpinan yang di amanahkan
kepadanya atas dasar keterwakilan suara rakyat keseluruhan. Dengan bukti pelbagai
keresahan bahkan kerusuhan yang timbul akibat perselisihan antara masyarakat dan
pemerintah nya. Padahal menurut Ibnu Khaldun pemimpin dari solidaritas sosial yang kuat
akan membela kepentingan pemilihnya (masyarakat yang memilihnya saat pemilu) tetapi
tidak dijalankan akibat kekuasaan yang semena-mena.

4. KESIMPULAN

Demokrasi pada negara hukum yang berdasarkan Pancasila adalah suatu ciri yang khas
dari demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila yaitu hukum dalam sebuah negara
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, hukum yang
mempersatukan Indonesia, negara hukum yang warga/kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta hukum yang
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pandangan Ibnu Khaldun tentang demokrasi merupakan buah pikiran beliau yang
dalam kitab Mugaddimah nya disebut ashabiyah yang memiliki arti solidaritas sosial secara
harfiah. Maka ashabiyah dalam pikiran beliau adalah suatu cara untuk membentuk suatu
kelompok dan membentuk sebuah negara agar hasrat hidup masyarakat kelompok
ashabiyah akan terpenuhi. Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam sebuah
dinasti/negara, maka ashabiyah harus mempertahankan kelompoknya dari serangan musuh
dari dalam/luar negara itu.

Implementasi kedaulatan rakyat menurut Pancasila jelas disebutkan dalam sila keempat
yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam
permusyawaratan/perwakilan” dalam mewujudkan sila keempat dibentuklah suatu wadah
komisi pemilihan umum untuk memilih kepala negara ataupun wakil rakyat untuk duduk di
pemerintahan dalam rangka membawa aspirasi masyarakat demi menjaga kedaulatan
rakyat tersebut. Maka menurut Ibnu Khaldun dalam teori ashabiyah juga menyebutkan untuk
memilih kepala negara harus dari kelompok ashabiyah yang terkuat artinya dari setiap
kelompok ashabiyah berkumpul dan bermusyawarah siapa yang mampu memimpin
kelompok besar dan menjadi kepala negara. Begitupun dengan sistem hukumnya, jika
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pemimpin ashabiyah memegang teguh prinsip syariat Islam maka negara tersebut merujuk
pada Al-Quran dan hadits. Jika merujuk pada demokrasi kedaulatan rakyat Pancasila maka
sistem one man one vote sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam artian PEMILU.
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